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MOTTO 
 
                                  
                         
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 
kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada 
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” 
(Q.S An-Nahl:97) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ix 
 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
x 
 
 
 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ي Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan Nama Huruf dan Nama 
xi 
 
Huruf Tanda 
أ...ي 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
أ...ي Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
أ...و 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. يلىق  Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
 
xii 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
xiii 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
xiv 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
Nur A’idah NIM 142111067,“Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Dewan 
Pengawas Syari’ah (DPS) di BPRS Dana Mulia Surakarta(Berdasarkan 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan 
Rakyat Syari’ah)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanaTugas 
pokok dan fungsi Dewan Pengawas Syari’ah di BPRS Dana Mulia Surakarta yang 
di analisis dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009.  
 Penelitian ini bersifat field Research, yaitu penelitian yang obyek 
penelitianya adalah kejadian-kejadian di lapangan. Lokasi penelitian beradadi 
lembaga keuangan syari’ah BPRS Dana Mulia Surakarta.Sumber data dalam 
penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 
daripengumpulan data dilakukan dengan wawancara, sedangkan data sekunder 
meliputi data-data kepustakaan, website, jurnal, internet dan web resmi yang 
berkaitan dengan pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah.  
 Hasil penelitian diperoleh bahwa tugas pokok dan fungsi Dewan 
Pengawas Syari’ah di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah dianggap sesuai dengan 
Peraturan Bank IndonesiaNomor 11/23/PBI/2009. Dan jika terjadi permasalahan 
di BPRS Dewan Pengawas Syari’ah langsung menyelesaikan masalah tersebut 
sesuai dengan aturan yang ada. Pengawasan DPS sudah dianggap sesuai karena 
DPS disini datang ke BPRS Dana Mulia Surakarta setiap sekali dalam seminggu, 
dalamhal ini DPS tidak hanya mengawasi terkait produk-produk yang ada, tetapi 
DPS juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh staf dan 
karyawan di BPRS Dana Mulia Surakarta. 
 
Kata kunci: Dewan Pengawas Syari’ah, Tugas Pokok dan Fungsi DPS, 
Peraturan Bank Indonesia. 
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ABSTRACT 
 
Nur A'idah Nim 142111067, "Analysis of Principal Tasks and 
Functions of the Shari'ah Supervisory Board (DPS) at BPRS Dana Mulia 
Surakarta (Based On Bank IndonesiaRegulation No.11/23/PBI/2009 
Regarding Bank Financing of the People of Shari’ah)". This study aims to 
find out how the main tasks and functions of the Shariah Supervisory Board 
in BPRS Dana Mulia Surakarta were analyzed by Bank Indonesia Regulation 
Number 11/23 / PBI / 2009.  
This research is a field research, that is research whose object of 
research is events in the field. The location of the research was BPRS Dana 
Mulia Surakarta syari'ah financial institution. Sources of data in this study 
consist of primary and secondary data. Primary data obtained from data 
collection was done by interview, while secondary data included library data, 
websites, journals, internet and official web related to the supervision of the 
Shariah Supervisory Board. 
The results of the study found that the main duties and functions of the 
Shariah Supervisory Board in BPRS Dana Mulia Surakarta were considered 
in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 11/23 / PBI / 2009. 
And if there is a problem in the SRB the Shariah Supervisory Board 
immediately resolves the problem in accordance with the existing rules. DPS 
supervision is considered appropriate because DPS here comes to BPRS Dana 
Mulia Surakarta every once a week, in this case DPS not only monitors 
related products, but DPS also conducts supervision and guidance to all staff 
and employees at BPRS Dana Mulia Surakarta. 
 
Keywords: Sharia Supervisory Board, DPS main tasks and functions, 
Bank Indonesia Regulation. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam 
aktivitas nyata masyarakat adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga 
keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam.
1
 Tugas dan fungsi 
perbankan yang begitu menentukan dalam kehidupan masyarakat dan dunia 
usaha, maka tidak sedikit warga masyarakat yang menaruh kepercayaan besar 
terhadap pihak perbankan sebagai lembaga intermediasi. Kepercayaan yang 
tertanam itu bukan hanya didasari pertimbangan imbalan bunga atau bagi 
hasil, melainkan juga karena pertimbangan keamanan dana. 
Industri perbankan atau bank merupakan perusahaan yang bergerak 
disektor jasa keuangan. Banyak stakeholder yang terlibat dalam aktifitas 
industri perbankan, sebagai upaya untuk melindungi setiap kepentingan 
stackholder maka diperlukan suatu tata kelola perusahaan yang baik atau 
disebut dengan good corporate governance. Secara sederhana istilah good 
corporate governance dapat diartikan sebagai sistem pengendalian dan 
pengaturan perusahaan yang baik. Penerapan good corporate governance 
dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus 
perusahaan.
2
 
Peraturan Bank Indonesia PBI No. 11/31/PBI/2009 tentang 
pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syari’ah dan unit 
                                                             
1 Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk 
dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah, (Jakarta:Djambatan,2003), hlm. 21. 
2 Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syari’ah Teori, Kebijakandan Studi Empiris 
di Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 4. 
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usaha syari’ah. Bank umum konvensional menjadi bank umum yang 
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah. Dan pembukaan 
kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah 
oleh bank umum konvensional. Semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) 
tersebut mewajibkan setiap bank syari’ah harus memiliki Dewan Pengawas 
Syari’ah (DPS). 
Begitu pula dengan perbankan baru yang sekarang ini sedang tumbuh 
dan berkembang seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS). Sebagai 
salah satu Lembaga Keuangan Syari’ah, BPRS juga harus tetap berpegang 
teguh pada prinsip-prinsip syari’ah sehingga tujuan dan manfaatnya dapat 
tercapai dengan baik dan maksimal. 
Dengan berkembangnya lembaga keuangan Islam di Indonesia, maka 
berkembang pula jumlah DPS. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi 
kebingungan dikalangan umat akibat banyak dan beragamnya DPS, MUI 
sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia 
menganggap perlu dibentuknya suatu Dewan Syari’ah yang bersifat nasional 
dan membawahi seluruh lembaga keuangan.
3
 
Dalam perspektif ekonomi syari’ah aspek pengawasan Bank Indonesia 
diperluas dengan adanya elemen-elemen yang terdapat dalam perbankan 
syari’ah yang tidak ditemukan dalam perbankan konvensional, yakni posisi, 
kewenangan, tanggung jawab Dewan Pengawas Syari’ah Nasional serta 
hubungannya dengan Majlis Ulama’ Indonesia (MUI).  
                                                             
3 Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, Konsep Produk 
…, hlm. 28. 
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Salah satu fungsi pokok DPS adalah melakukan pengawasan yaitu 
pengawasan terhadap manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar 
tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya 
sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, Sebuah pengawasan akan 
lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme 
pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang 
telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan 
tugas.
4
 
Tugas Dewan Pengawas Syari’ah pastilah sangat berat, karena 
memang tidak mudah menjadi lembaga yang harus mengawasi dan bersifat 
menjamin operasi sebuah entitas bisnis dalam kontek yang amat luas dan 
komplek yang secara umum memasuki ranah-ranah khilafiyah. Karena 
menyangkut urusan-urusan muamalah dimana ruang interpretasinya sangatlah 
luas.Maka dari itu Dewan Pengawas Syari’ah sebagai audit kepatuhan 
syari’ah di lembaga keuangan syari’ah harus dibekali dengan ketrampilan dan 
pengetahuan khusus baik pemahaman dalam ilmu fiqih, muamalah, maupun 
pemahaman dalam ilmu ekonomi dan keuangan modern.
5
 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba mengangkat 
permasalahan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan yang lebih luas, 
yaitu “Analisis Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di 
BPRS Dana Mulia” 
                                                             
4 Sri Dewi Anggadini, Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah dan 
Bank Indonesia terhadap Bank Syari’ah, majalah ilmiah UNIKOM, Vol.12 No.1. 
5 Khotibul Umam, “Urgensi Standarisasi Pengawas Syari’ahdalam Meningkatkan 
Kualitas Audit Kepatuhan Syari’ah”, Panggung Hukum, Vol. 1 Nomor 2, juni 2015. 
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B. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan bagian terpenting dalam suatu 
penulisan hukum agar terarah dan memiliki tujuan yang tidak menyimpang 
dari pokok permasalahan sehingga sangat diperlukan untuk memfokuskan 
masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Berdasarkan latar belakang 
di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi  DPS di BPRS Dana 
Mulia? 
2. Apakah pelaksanaan tugas dan fungsi DPS sudah sesuai dengan Peraturan 
Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009? 
C. Tujuan Penelitian 
Berangkat dari latar belakang diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan  tugas pokok dan fungsi DPS di BPRS 
Dana Mulia. 
2. Untuk mengetahui kesesuaian tugas pokok dan fungsi DPS dengan aturan 
yang berlaku. 
D. Kegunaan Penelitian 
Sebuah penelitian dikatakan berhasil dan bernilai tinggi apabila dapat 
memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat, bangsa dan 
Negara. Adapun kegunaan yang diharapkan dari peneliti adalah:  
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1. Bagi peneliti dan akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan mengenai perbankan syariah khususnya mengenai praktek 
tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). 
2. Bagi pembaca 
Dapat memberikan masukan dan sebagai bahan informasi ilmiah 
dalam hukum dan untuk menjadi acuan penelitian lebih lanjut 
E. Telaah Pustaka 
Dalam telaah pustaka ini dideskripsikan secara singkat beberapa hasil 
penelitian yang berhubungan dengan judul yang peneliti bahas yang 
berbentuk skripsi tentang pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) 
diantaranya: Skripsi Kartika Isma Damayanti yang berjudul “Analisis 
Pengaruh Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) terhadap Kinerja Bank Syari’ah 
Indonesia”, dalam analisisnya dijelaskan bahwa ukuran DPS berpengaruh 
negatif signifikan terhadap kinerja Maqashid Syari’ah, rangkap jabatan DPS 
tidak berpengaruh positif terhadap kinerja Maqashid Syari’ah, jumlah rapat 
DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja Maqashid Syari’ah dan latar 
belakang pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap kinerja Maqashid 
Syari’ah.6 
                                                             
6 Kartika Isma Damayanti,“Analisis Pengaruh Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) 
terhadap kinerja Maqashid Syari’ah Bank Syari’ah Indonesia”, Skripsi IAIN Salatiga Tahun 
2017. 
6 
 
 
Buku yang ditulis oleh Muhammad Syakir Sula (2002) berjudul 
Asuransi Syari’ah,7 buku ini memang tidak secara langsung membahas 
mengenai BPRS maupun DPS namun didalamnya juga membahas sedikit 
mengenai teori-teori DPS. 
Skripsi Rahmah Aulia Haryani yang berjudul “Analisis Pengaruh DPS 
dan Intellectual Capital terhadap Corporate Responsibility pada Bank 
Syari’ahdi Indonesia” dalam analisisnya dijelaskan bahwa keberadaan 
corporate social responsibility (CSR) membutuhkan komitmen dari pihak 
manajemen dan dewan komisaris, serta dari karyawan, faktor utama 
kesuksesan perusahaan dipertimbangkan dalam partisipasi karyawan dan 
aktivitas dan aktivitas pembelian sehingga memungkingkan perusahaan 
untukmelakukan CSR. Terdapat pengaruh positif antara DPS dan CSR dari 
Bank Syariah di Indonesia, dimana peran intellectual capital adalah sebagai 
bahan pertimbangan mengenai peran sumber daya yang semakin meningkat.
8
 
Skripsi Hanum Yunesa Hartika yang berjudul “Pengaruh Dewan 
Pengawas Syari’ah (DPS) terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syari’ah 
Indonesia” yang dalam analisisnya dijelaskan bahwa Variabel rangkap 
jabatan Dewan Pengawas Syari’ah berpengaruh positif signifikan terhadap 
return of equity (REO) pada Bank Syari’ah pada tahun 2011-2016 jika 
rangkap jabatan DPS semakin tinggi dapat mengurangi tingkat pengawasan. 
Jumlah rapat anggota Dewan Pengawas Syari’ah berpengaruh positif 
                                                             
7 Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, Asuransi Syari’ah, (Jakarta: Gema 
InsaniPress,2004). 
8 Rahmah Aulia Haryani, “Analisis Pengaruh Dewan Pengawas Syari’ah dan 
Intellectual Capital terhadap Corporate Social Responsibility pada Bank Syari’ah di 
Indonesia”, Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2015. 
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signifikan terhadap return of equity (REO) pada Bank Syari’ah tahun 2011-
2016.
9
 
Skripsi  Dian Mulyasari yang berjudul “Pengaruh Ukuran Bank 
Laverage, Profitabilitas dan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) terhadap 
Manajemen Laba pada Bank Umum Syari’ah Periode 2012-2016” yang 
dalam analisisnya dijelaskan bahwa variabel ukuran Bank berpengaruh 
negatif signifikan terhadap manajemen laba, variabel Dewan Pengawas 
Syari’ah tidakmemiliki pengaruh signifikan terhadapmanajemen laba pada 
BankUmum Syari’ah.10 
Skripsi Yusuf Efendi yang berjudul “Peran dan Taggung Jawab 
Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat 
Syari’ah (BPRS) di Yogyakarta” yang dalam analisisnya dijelaskan bahwa 
kredibilitas suatu bank syari’ah sangat ditentukan oleh tingkat kredibilitas 
DPS dalam masalah kinerja, indepedensi, dan kompetisi. Sehingga peran dan 
fungsi DPS harus dioptimalkan  
dalam pengawasan internal untukmembangun jaminan kepatuhan syariah bagi 
seluruh stakeholder Bank Syari’ah di Indonesia.11 
 
 
                                                             
9Hanum Yunesa Hartika, “Pengaruh Dewan Pengawas Syari’ah terhadap Kinerja 
Keuangan Bank Umum Syari’ah Indonesia”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
IAIN Salatiga Tahun 2017.  
10 Dian Mulya Sari, “Pengaruh Ukuran Bank, Laverage, Profitabilitas dan Dewan 
Pengawas Syari’ah (DPS) terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syari’ah Periode 
2012-2016”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta Tahun 2017. 
11 Yusuf Suhendi, “Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) 
terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) di Yogyakarta”, Skripsi Fakultas 
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaTahun 2010. 
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F. Kerangka Teori 
Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-
MUI No.Kep-98/MUI/III/2001, Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) adalah 
badan yang ada di lembaga keuangan Syari’ah dan bertugas mengawasi 
pelaksanaan keputusan DSN dilembaga keuangan Syari’ah tersebut. Dewan 
Pengawas Syari’ah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan 
Syari’ah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Dalam 
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang 
No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa dalam suatu 
perbankan Islam harus dibentuk Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). Begitu 
juga dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syari’ah dinyatakan bahwa 
Dewan Pengawas Syari’ah wajib dibentuk di Bank Syari’ah dan Bank 
Konvensional yang memiliki unit usaha Syari’ah.  
Dalam PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syari’ah juga 
disebutkan pengertian Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) adalah dewan yang 
bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi 
kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip Syari’ah. Dewan Pengawas Syari’ah 
(DPS) berkedudukan di kantor pusat dan berkewajiban melihat secara 
langsung pelaksanaan suatu lembaga keuangan syari’ah agar tidak 
menyimpang dari ketentuan yang difatwakan Dewan Syari’ah Nasional 
(DSN). 
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Sebagai Dewan Pengawas Syari’ah yang berfungsi untuk mengawasi 
kinerja perbankan Syari’ah, tugas Dewan Pengawas Syari’ah ini telah sesuai 
dengan apa yang tertulis didalam Al-Qur’an.  
                        
                  
 
 
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
12
 
Pengawasan atau pengendalian didefinisikan sebagai suatu upaya 
sistematis untuk menentapkan standar prestasi kerja dengan tujuan 
perencanaan untuk mendesain sistem balik informasi, untuk membandingkan 
prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan 
apakah ada penyimpangan dan mengambil tindakan perbaikan yang 
diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi telah 
digunakan dengancarapaling efektif dan efisiensi guna tercapainya tujuan 
organisasi. 
Dalam Konsideren Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
Nomor KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) disebutkan bahwa pengawasan 
merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan 
mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan 
sebagaimna mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. 
                                                             
12 At-Taubah (9): 105 
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Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak 
lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.  
Pengawasan control dalam ajaran Islam (Hukum Syari’ah) terbagi 
menjadi dua hal. Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang 
bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Kedua, sebuah 
pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas 
mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian 
tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyesuaian tugas dan 
perencanaan tugas.
13
 Tata cara pelaporan hasil pengawasan Dewan Pengawas 
Syari’ah atas kegitan operasional BPR Syari’ah adalah melalui pengaturan 
dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
14
 
Tujuan pembentukan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) ialah untuk 
menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syari’ah yang ada dalam 
perbankan, meskipun teknis pengawasan perbankan syari’ah tetap menjadi 
kewenangan Bank Indonesia (BI). Utuk memperkuat kewenangan sebagai 
bank sentral yang mengurusi sistem keuangan syari’ah dalam Negara 
Republik Indonesia, Bank Indonesia perlu menjalin kerjasama dengan DSN-
MUI yang memiliki otoritas dibidang Hukum Syari’ah. Bentuk kerjasama 
antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota 
                                                             
13Harahap Sofyan, System Pengawasan Manajemen, (Jakarta: Gunung Agung, 
2001), hlm. 31. 
14Jundiani, Pengaturan Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia, (Malang: UIN 
Malang Press, 2009), hlm. 164. 
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kesepahaman MOU (Memorandum of Understanding) untuk menjalankan 
fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan Syari’ah.15 
Berdasarkan keputusan Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama’ 
Indonesia No.01 Tahun 2000 tentang pedoman dasar Dewan Syari’ah 
Nasional-Majelis Ulama’ Indonesia (PD DSN-MUI) mekanisme kerja Dewan 
Pengawas Syari’ah antara lain: 
1. Dewan Pengawas Syari’ah melakukan pengawasan secara periodik pada 
lembaga keuangan syari’ah yang berada dibawah pengawasannya. 
2. Dewan Pengawas Syari’ah berkewajiban mengajukan usul-usul 
pengembangan lembaga keuangan syari’ah kepada pimpinan lembaga 
yang bersangkutan dan kepada Dewan Syari’ah Nasional.  
3. Dewan Pengawas Syari’ah melaporkan perkembangan produk dan 
operasional lembaga keuangan syari’ah yang di awasinya kepada Dewan 
Syari’ah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun 
anggaran. 
4. Dewan Pengawas Syari’ah merumuskan permasalahan-permasalahan 
yang memerlukan pembahasan Dewan Syari’ah Nasional.16 
 
 
 
 
                                                             
15 Sri Dewi Anggadini, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah dan 
Bank Indonesia terhadap Bank Syari’ah”, Majalah IlmiahUNIKOM, Vol.12 No.1. 
16Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syari’ah Produk-Produk dan Aspek-Aspek 
Hukumnya, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 111-112. 
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G. Metode Penelitian 
Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari 
oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Metode 
dapat dirumuskan sebagai suatu proses atau prosedur yang sistematis 
berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin ilmu untuk 
mencapai suatu tujuan.
17
 
1. Pendekatan Masalah 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode 
pendekatan yang digunakan adalah metode deskripsi analisis. Metode 
dreskripsi analisis ini adalah suatu metode yang berfungsi untuk 
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 
melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya 
dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
umum.  
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 
dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dengan penelitian kualitatif 
atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya 
adalah bahwa peneliti berangkat ke “lapangan” untukmengadakan 
pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.
18
 
                                                             
17 Juliansyah Noor, Metodologo Penelitian, (Jakarta:Kencana Prenada Media 
Group, 2001), hlm. 22. 
18Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2007), hlm. 26. 
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Dalam penelitian ini  difokuskan terhadap pengawasan DewanPengawas 
Syari’ah di BPRS Dana Mulia Surakarta. 
3. Sumber dan jenis data 
Menurut Suharsini Arikunto yang dimaksud dengan sumber data 
adalah subyek darimana data diperoleh.
19
 Sumber dan jenis data dalam 
penelitian hukum ini dilakukan dengan pengumpulan data-data primer 
dan data sekunder. 
a. Data primer 
Data primer ini diperoleh dari DPS yaitu laporan DPS terkait 
tentang tugas dan fungsi DPS. Data primer penelitian ini merupakan 
hasil wawancara langsung terhadap anggota DPS. 
b. Data sekunder 
Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu 
literatur-literatur para ahli hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang 
diteliti. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan 
landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan 
masalah.  
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik penumpulan data ini diperoleh dengan cara dokumentasi 
dan wawancara. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data terutama 
                                                             
19 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 
Bina Aksara, 1989), hal.10 
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ditujukan kepada dokumen perbankan syariah yang termasuk kategori-
kategori dokumen-dokumen lain. 
Dalam pengumpulan data penelitian hukum cenderung 
menggunakan data bersandar pada data primer yang berupa melakukan 
wawancara, pengamatan sesaat maupun pengamatan terlibat tetapi juga 
studi kepustakaan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara 
terbuka yaitu wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka 
sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara 
tersebut. 
5. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif artinyasebagai 
rangkaian proses menjaring data-data informasi yang dinilai sewajarnya 
mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu. Agar mendapatkan data 
yang benar-benar valid maka data-data yang sudah terkumpul akan 
penulis analisis dengan menggunakan analisi data induktif. Induktif yaitu 
cara berpikir yang berangkat dari fakta khusus kemudian ditarik suatu 
generalisasi yang sifatnya umum. Yaitu diambil dari fakta yang ada 
kemudian setelah itu diuraikan berdasarkan teori-teori yang sudah ada 
sebagai acuan untuk menganalisis. 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk menghasilkan pembahasan yang runtun, dalam penyusunannya 
dibagi menjadi beberapa bab dan bab-bab itu akan dibagi lagi menjadi sub 
bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 
Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan secara 
garis besar skripsi ini, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab kedua, merupakan landasan teori. Dalam bab ini penulis 
membahas tentang tinjauan umum Dewan Pengawas Syari’ah, sejarah 
pembentukan Dewan Pengawas Syari’ah, kedudukan, tugas, fungsi, 
wewenang dan  tanggungjawab Dewan Pengawas Syari’ah, ruang lingkup 
tugas DPS, tinjaun tentang pengawasan, pengertian tujuan dan fungsi 
pengawasan.  
Bab ketiga, mengemukkan tentang gambaran umum BPRS Dana 
Mulia Surakarta. Bab ini terdiri dari lokasi penelitian, sejarah berdirinya 
BPRS Dana Mulia Surakarta, visi, misi, struktur organisasi BPRS Dana 
Mulia Surakarta, produk-produk yang dikeluarkan serta DPS di BPRS Dana 
Mulia Surakarta. 
Bab keempat, merupakan uraian tentang analisis dan pembahasan, 
pada bab ini membahas mengenai analisis tingkat kesesuaian tugas pokok dan 
fungsi DPS BPRS Dana Mulia Surakarta dengan menggunakan teori-teori 
yang telah dituangkan dalam penelitian.  
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Bab kelima, merupakan bab penutup dari penulisan penelitian dan 
berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah diuraikan 
sebelumnya dan saran-saran yang dapat diberikan. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM DEWAN PENGAWAS SYARI’AH (DPS) 
 
A. PENGERTIAN  DEWAN PENGAWAS SYARI’AH (DPS) 
 
Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah pasal 32 ayat 1 dan senada 
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum 
yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syari’ah bahwa setiap 
perbankan Syari’ah dan perbankan konvensional yang memiliki Unit Usaha 
Syari’ah wajib memiliki DPS yang berkedudukan dikantor pusat, dimana hal 
ini dimaksudkan agar kegiatan bank dan UUS sesuai dengan prinsip Syari’ah. 
DPS adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syari’ah 
dalam kegiatan usaha bank.
1
 
Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang 
terdiri beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan 
berunding, “pengawas” berasal dari kata awas yang berarti pengawas.2 
Sedangkan “syari’ah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang 
kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (habluminallah) maupun 
dalam bidang muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi 
aqidah yang menjadi keyakinan. Sementara muamalah sendiri meliputi 
                                                             
1 Pasal 1 angka 10, “Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Bank Umum 
Yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan PrinsipSyari’ah” 
2 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa  Indonesia, ed III, (Jakarta: Balai Pusaka, 2005), 
hlm. 260. 
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berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta 
dan perniagaan disebut muamalah maliyah.
3
 
Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga 
keuangan syari’ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di 
lembaga keuangan syari’ah tersebut. Dewan pengawas syari’ah diangkat dan 
diberhentikan di lembag Keuangan Syari’ah melalui RUPS setelah mendapat 
rekomendasi dari DSN.
4
 
B. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) 
Sekitar Tahun 1990-an perhatian ummat Islam di Indonesia terhadap 
ajaran ekonomi  yang berdasarkan syari’ah mulai tumbuh dan berkembang . 
melihat kenyataan itu MUI bersama dengan isntitusi lain, terutama Bank 
Indonesia, memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah 
satuhasilnya ialah kelahiran BankMuamalat Indonesia 1992 sebagi bank 
pertama di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip syari’ah kemudian di 
ikuti oleh bank-bank lain, baik yang berbentuk full branch maupun yang 
berbentuk divisi atau unit usaha syari’ah. Tak ketinggalan lembaga keuangan 
lainnya pun seperti asuransi dan lembaga investasi yang berbasis syari’ah 
terus bermunculan. 
Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat 
yang demikian besar MUI pada februari 1999 telah membentukDSN. 
Lembaga ini yang beranggotakan para ahli Hukum Islam (fuqaha’) serta ahli 
dan raktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bankmaupun non-bank, 
                                                             
3Amir Machmud, Rukmana, Bank Syari’ah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di 
Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 24. 
4 Keputusan pengurus DSN-MUI, No:Kep-98/MUI/III/2001. 
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berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan 
memajukan ekonomi umat. Disamping itu mereka bertugas antara lain 
untukmenggali, mengkaji, memutuskan nilai dan prinsip Hukum Islam 
(syari’ah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga 
Keuangan Syari’ah.5 
C. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab DPS. 
1. Kedudukan DPS 
DPS merupakan wakil Dewan Syari’ah Nasional (DSN)  untuk 
melakukan pengawasan secara periodik terhadap Lembaga Keuangan 
Syari’ah yang berada dibawah pengawasannya, yang wajib dibentuk 
oleh setiap BPRS dan berkedudukan dikantor pusat BPRS, yang 
mempunyai tugas dab tanggung jawab memberikan nasihat dan saran 
kepada direksi serta  mengawasi penerapan priinsip syari’ah dalam 
penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS. Sehingga 
peran utama DPS adalah mengawasijalannya operasional bank agar 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syari’ah.6 
2. Tugas,Wewenang dan Tanggungjawab DPS. 
Pasal 29 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 
11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah tugas dan 
tanggungjawab DPS meliputi antara lain: 
a. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS 
                                                             
5Muhammad Firdaus Dkk, Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syari’ah, (Jakarta: 
Renainsan, 2007), hlm. 14. 
6 PBI Nomor 11/23/PBI 2009, PASAL 29. 
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b. Meminta fatwa kepada Dewan Syari’ah Nasional untuk produk 
baru BPRS yang belum ada fatwanya. 
c. Melakukan review secara berkala terhadap mekanisme 
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 
BPRS 
d. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari 
satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 
Pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 menguraikan tugas, 
wewenang dan tanggung jawab DPS, yaitu antara lain meliputi: 
a) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional 
bank terhadapfatwa yang dikeluarkan oleh DSN. 
b) Menilai aspek syari’ah terhadappedoman operasional dan produk 
yangdikeluarkan Bank. 
c) Memberikan opini dari aspek syari’ah terhadap operasional bank 
secara keseluruhan dalam laporan publikasibank. 
d) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum adafatwa untuk 
dimintakan fatwa kepadaDSN. 
e) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syari’ah sekurang-
kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada direksi, komisaris, 
Dewan Syari’ah Nasional dan Bank Indonesia.7 
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI 2009, 
dijelaskan bahwa tugas, wewenang, tanggungjawab dan hal-hal lain 
                                                             
7Wirdyaningsih dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 
2005), hlm.83-84. 
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yang terkait dengan DPS harus sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.
8
 Sehingga mengenai pelaksanaan 
tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syari’ah tersebut, secara 
rinci termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/ 13/DPbS 
yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2010.  
3. Fungsi Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) 
1) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan 
UUS dan pimpinan kantor cabang syari’ahmengenai hal-hal yang 
terkait dengan aspek syari’ah. 
2) Sebagi mediator antara lembaga keuangan dan DSN dalam 
mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan 
jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN 
3) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga 
keuangan, DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta 
perkembangan lembaga keuangan syari’ah yang diawasinya 
kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. 
D. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari’ah 
1. Keanggotaan Dewan Pengawas Syari’ah 
a) Setiap lembaga keuangan syari’ah harus memliki setidaknya tiga 
orang anggota DPS 
b) Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua 
                                                             
8PBI Nomor 11/ 23/ PBI/ 2009, pasal 3. 
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c) Masa tugas keanggotaan DPS adalah 4 (empat) tahun dan akan 
mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, 
minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syari’ah yang 
bersangkutan, atau telah merusak citra DSN 
Menurut pasal 21 PBI No. 6/24/PBI/2004 anggota DPS wajib 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Integritas, yaitu: 
1) Memiliki akhlak dan moral yang baik  
2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
3) Memilikikomitmen yang tinggi terhadap pengembangan 
operasional bank yang sehat  
4) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan 
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 
b. Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang 
syari’ah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau 
keuangan secara umum. 
c. Reputasi keuangan, yaitu pihak-pihak yang: 
1) Tidak termasuk dalam kredit/pembiayaaan macet 
2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau 
komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu 
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perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir 
sebelum dicalonkan.
9
 
2. Mekanisme Pengangkatan Calon DPS 
a) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas 
calon anggota Dewan Pengawas Syari’ah dimaksud 
b) Komite remunerasi dan nominasi memberikan rekomendasi 
calon anggota Dewan Pengawas Syari’ah kepada Dewan 
Komisaris 
c) Berdasarkan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi 
tersebut, dewan komisaris mengusulkan calon anggota Dewan 
Pengawas Syari’ah kepada Direksi 
d) Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan 
rekomendasi komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota 
Dewan Pengawas Syari’ah untuk dimintakan rekomendasi 
kepada Majlis Ulama’ Indnesia (MUI) 
e) Majlis Ulama’ Indonesia memberikan atau tidak memberikan 
rekomendasi calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi 
f) Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank 
Indonesia atas calon DPS yang telah mendapatkan rekomendasi 
Majlis Ulama’ Indonesia 
g) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat anggota 
Dewan Pengawas Syari’ah yang telah mendapat rekomendasi 
                                                             
9Wirdyaningsih dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia…., hlm. 83. 
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Majlis Ulama’ Indonesia. Dalam pengangkatan calon anggota 
Dewan Pengawas Syari’ah oleh rapat umum pemegang saham 
(RUPS) tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan Bank 
Indonesia, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika 
anggota DPS tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.
10
 
E. RUANG LINGKUP TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARI’AH 
Di Indonesia ruang lingkup Tugas Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) 
diajukan oleh menejemen Bank Syari’ah ke Bank Indonesia, kemudian akan 
ditetapkan oleh Dewan Syari’ah Nasional (DSN) setelah mendapat 
persetujuan dari Bank Indonesia. Jumlah anggota DPS berdasarkan peraturan 
Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 adalah minimal 2 orang dan sebanyak-
banyaknya 5 orang, sedangkan berdasarkan AAOIFI dalam GSIFI No.1 
keanggotaan DPS minimal 3 orang. Accounting dan Auditing Organization 
For Islamic Financial Institutions menjelaskan dalam GSIFI No.1 bahwa 
anggota DPS harus ditunjuk dalam RUPS tahunan Bank Syari’ah berdasrkan 
rekomendasi dari Dewan Direksi sebagai bahanpertimbangan bagi RUPS 
tahunan untuk menetapkan dan mengesahkan anggota DPS, serta RUPS juga 
memiliki kekuasaan untuk memberhentikan anggota DPS berdasarkan 
rekomendasi dari Dewan Direksi. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
juga mempunyai kekuasaaan untuk menetapkan gaji bagi anggota DPS.  
Menurut Karim, ada 3 tiga model atau bentuk pengorganisasian DPS 
yaitu: 
                                                             
10Surat Edaran No.12/13/DPbS/2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate 
Governance bagi Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah. 
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1) Model pertama, adalah model penasehat yaitu menjadikan pakar-
pakar syari’ah sebagai penasehat semata dan kedudukannya dalam 
organisasi adalah sebagai tenaga part time yang datang ke kantor 
jika diperlukan. Pada model ini, DPS cenderung pasif.  
2) Model kedua, adalah model pengawasan yaitu adanya pengawasan 
syari’ah yang dilakukan oleh beberapa pakar syari’ah terhadap 
bank syari’ah yang secara rutin mendiskusikan masalah-masalah 
syari’ah dengan para pengambil keputusan operasional maupun 
financial organisasi. Model organisasi DPS yang kedua ini 
memiliki kewenangan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap 
lembaga tempat ia bertugas. 
3) Model ketiga, yaitu model departemen syari’ah, yaitu model 
pengawasan syari’ah yang dilakukan oleh sebuah departemen 
syari’ah. Dengan model ini ahli syari’ah bertugas full time, 
didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan 
syari’ah yang telah digariskan oleh ahli syari’ah departemen 
tersebut. 
Dewan Pengawas Syari’ah sembagai lembaga internal pengawas 
syari’ah independen harus beranggotakan ahli syari’ah yang memiliki 
pengetahuan tentang hukum, menurut AAOIFI dalam GSIFI No.1 bahwa 
anggota DPS merupakan orang yang ahli dalam fiqih muamalah dan memiliki 
pemahaman dalam bidang lembaga keuangan Syari’ah. Untuk menjaga 
independensi DPS maka anggota DPS harus bukan staff bank, ditunjuk 
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langsung oleh pengurus RUPS, dan memiliki sitem kerja serta tugas-tugas 
tertentu sebagaimana badan pengawas lainnya.  
Pasal 29 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 
tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah tugas dan tanggungjawab DPS 
meliputi antara lain: 
1. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS 
2. Meminta fatwa kepada Dewan Syari’ah Nasional untuk produk baru 
BPRS yang belum ada fatwanya. 
3. Melakukan review secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan 
dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS 
4. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan 
kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 
Accounting dan Auditing Organization forIslamic Financial 
Institution menjelaskan dalam GSIFI No.1 paragraf 2 bahwa tugas dari DPS 
adalah mengarahkan, menilai dan mengawasi seluruh aktivitas institusi 
keuangan Islam untuk memastikan aktivitasnya sesuai dengan prinsip dan 
aturan syari’ah. Jadi, secara umum tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas 
Syari’ah  dalam lembaga keuangan syari’ah adalah melakukan pengawasan 
dan pengarahan atas aktivitas Bank Syari’ah agar sesuai dengan aturan dan 
prinsip syari’ah yang ditetapkan dalam fatwa-fatwa DSN, serta melaporkan 
hasil pengawasannya kepada Dewan Syari’ah Nasional.  
Dewan Pengawas Syari’ah dalammelaksanakan tugas dan fungsinya 
akan dibantu oleh internal syari’ah riview yang dilakukan oleh internal 
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auditor untuk menilai kepatuhan bank syari’ah atas prinsip-prinsip dan aturan 
syari’ah. Dewan Pengawas Syari’ah  akan memberikan arahan dan perintah-
perintah kepada internal auditor untuk melaksanakan internal syari’ah riview, 
dan melaporkan hasil penelitian dan pengujiannya kepada Dewan Pengawas 
Syari’ah. Dalam hal ini internal auditor berfungsi untuk menjembatani 
komunikasi antara DPS dan manajemen dalam melakukan control atas 
seluruh aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.  
Dalam Perbankan Syari’ah kedudukan DPS sejajar dengan Dewan 
Komisaris. Tujuan dari peletakan posisi DPS sejajar dengan Dewan 
Komisaris adalah dengan maksud untuk menjamin efektivitas dari setiap 
opini yang diberikan oleh DPS kepada yang bersangkutan . Antara Dewan 
Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan internal bank supaya 
Dewan Direksi tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang 
berlaku. Sedangkan DPS bertugas melakukan pengawasan internal bank agar 
operasional bank syari’ah yang bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai 
syari’ah.11 
F. Mekanisme Pengawasan DPS 
Peran DPS sebagai lembaga pengawasan resmi, tentu saja 
berkewajiban penuh memastikan bahwa seluruh aktifitas keuangan serta 
penetapan strategi tidak bertentangan dengan sistem syari’ah. Hal ini yang 
lantas mendasar prinsip-prinsip dalam pengawasannya yakni: 
                                                             
11Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syari’ah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah 
MadaUneversity Press, 2018), hlm. 48. 
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a. Jalbul Masalih, yakni upaya untuk menjaga dan memaksimalkan unsur 
kebaikan supaya dapat terjaga lima dasar resiko dalam kehidupan yakni, 
resiko moral, resiko harta, resiko regenerasi dan resiko reputasi.  
b. Dar’ul Mafasid, yakni untuk menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat 
menimbulkan kerusakan baik moral maupun material. 
c. Saddudz Dzari’ah, yakni upaya untuk mencegah dan mengantisipasi 
terjadinya pelanggaran terhadap syari’ah dan peraturan-peraturan 
lainnya. 
Pengawasan syari’ah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan 
berkesinambungan agar berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat 
terdeteksi sejak dini. Pengawasan menyeluruh meliputi: 
1) Riqabah Musbaqah atau pengawasan prefentif yang dilakukan pada 
tahapan penyusunan berbagai produk dan penetapan strategi. 
2) Riqabah Lahiqah atau pengawasan operasional yang dilakukan untuk 
memastikan praktik bisnis seperti pelaksanaan kontrak pembiayaan atau 
sistem pemasarannya tidak menyimpang dari syari’ah. 
3) Riqabah A’mal atau pengawasan pada aspek keuangan dan perilaku 
manajemen. 
4) Riqabah Dzariyah atau pengawasan berbasis moral pada aspek individu 
pengurus dan pengelola bisnis tersebut.
12
 
1. Pengertian Pengawasan 
                                                             
12Fadhilah Azis, “Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syari’ah dalam Mengawasi 
Bank Syari’ah Studi Kasus Bank Sulselbar Syari’ah Ratulangi Makasar”, Skripsi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam Makassar Tahun 2017, Hlm. 22-23. 
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “pengawasan” 
berarti penilikan atau penjagaan.
13
 Sedangkan pengawasan dalam istilah 
umum merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya 
agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana 
mestinya.
14
 
Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya yang sistematik untuk 
mengamati dan memantau apakah berbagai fungsi, aktivitas dan kegiatan 
yang terjadi dalam organsasi sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkansebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan 
untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya.
15
 
Didalam Al-Qur’an telah dibahas  mengenai pentingnya 
pengawasan diantaranya: 
                       
                         
                       
                                 
   
                                                             
13Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 
Departmen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 108. 
14Sofyan Safri Harahap, Unsur Agama dalam Sistem Pengawasan Daerah, 
(Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2008), hlm. 2. 
15 Sondang P.Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, (Jakarta:Rineka 
Cipta, 2002), hlm. 73. 
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Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa 
yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga 
orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) 
lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan 
antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia 
berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan 
memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka 
kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
16
 
                         
(yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, 
seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri.
17
 
Dalam melakukan pengawasan diperlukan sebuah sistem 
pengawasan yang efektif agar pengawasan tersebut dapat dilakukan secara 
tepat dan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh perusahaan. Sistem 
pengawasan yang efektif apabila sistem pengawasan tersebut telah 
memenuhi prinsip fleksibilitas, yaitu sistem tersebut tetap dapat 
dipergunakan meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang diluar 
dugaan. 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam  kaitan dengan 
pengawasan, diantaranya adalah: 
a. Proses pengawasan 
1) Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan 
                                                             
16 Q.S. Al-Mujadilah.7. 
17 Q.S. Qaf. 17. 
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Dalam kegiatan pengawasan, yang  pertama kali harus 
dilakukan adalah menentukan standar yang menjadi ukuran dan 
pola untuk melaksanakan suatu  pekerjaan dan  produk yang 
dihasilkan.  Standar itu harus jelas, wajar, obyektif sesuai dengan 
keadaan dan sumber daya yang tersedia.  
Setiap bank mempunyai sistem pengawasan yang berbeda-
beda. Namun demikian harus tetap dapat diidentifikasikan adanya 
unsur-unsur pengawasan yang lazim terdapat pada semua sistem 
yang baik. Standar dapat ditetapkan dengan  menggunakan dua 
cara yaitu didasarkan pada data periode sebelumnya atau 
didasarkan atas tujuan-tujuan yangtelah di tetapkan.  
2) Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya operasi 
berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. 
Pelaksanaan kegiatan operasional harus selalu diawasi  
dengan cermat, untukkeperluan tersebut harus pula dibuat catatan 
sebagai laporan perkembangan proses manajemen. Berdasarkan 
catatan itu hendaknya dilakukan pengukuran prestasi, baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif. 
3) Penafsiran dan  perbandingan hasil yang dicapai dengan standar 
yang diminta. 
Prestasi pekerjaan harus diberikan penilaian dengan 
memberikan penafsiran apakah sesuai dengan standar, sejauh 
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mana terdapat penyimpangan dan apa saja faktor-faktor 
penyebabnya. 
4) Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan  
Tindakan koreksi, selain untuk mengetahui adanya kesalahan 
juga menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya 
penyimpangan dan memberikan cara bagaimana memperbaikinya 
agar kembali kepada standar dan rencana yang seharusnya. 
5) Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input) yang 
digunakan 
Setelah proses pelaksanaan selesai segera diberikan 
pengukuran dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan 
sumber daya yang digunakan serta standar yang ditetapkan. Hasil 
pengukuran ini akan memperlihatkan tingkat efisiensi kerja dan 
produktifitas sumber daya yang ada.  
b. Sistem informasi manajemen 
Laporan-laporan yang dihasilkan dari proses pengawasan itu 
harus disusun dalam suatu format yang sistematis, agar dapat dengan 
segera dan mudah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan 
secara cepat dan tepat. 
c. Program audit internal 
Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan akuntan 
perusahaan atau pihak ketiga atas validitas catatan-catatan accounting 
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yang dibuat perusahaan untuk menjamin keabsahan catatan-catatan 
tersebut.
18
 
2. Tujuan Pengawasan  
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
memerlukan sebuahpengawasan perencanaan yang telah disusun dapat 
terlaksana dengan baik. Pengawasan mempunyai beberapa tujuan yang 
sangat berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan. Tujuan pengawasan 
adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.
19
 Pengawasan 
disini bermaksud untukmendidikdan membimbingnya.  
Soekarno dalam Gouzali Saydan sesuai mengemukakan tujuan 
pengawasan antara lain adalah: 
a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai 
dengan rencana. 
b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan 
instruksi.  
c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien. 
d. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan 
dalamkegiatan. 
                                                             
18 Sri Dewi Anggadini, Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah…. 
Hlm. 80-81. 
19Ranupandojo, B Siawanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan 
Administtrasidan Operasional, (Jakarta: Bumi Aksara, 1986), hlm. 109. 
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e. Untuk mencarijalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau 
kegagalan ke arah perbaikan.
20
 
Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa 
yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar 
merealisasikan tujuan utama tersebut, pengawasan pada taraf pertama 
bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang 
telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta 
kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana. 
Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan 
untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu 
yang akan datang.
21
 
Pengawasan yang baik apabila dilakukan sebelum terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan sehingga lebih bersifat mencegah. 
Segalaketentuan-ketentuan dan infrastruktur yang telah ditetapkan 
dalam melakukan pengawasan harus benar-benar diimplementasikan. 
Dengan demikian akan tercipta sistem pengawasan yang efektif dan 
efisien guna mencapai tujuan. 
3. Fungsi Pengawasan  
Fungsi pengawasan merupkan tahap dari sistem manajerial 
yangmenjagaagar organisasi atauperusahaan tetap berada dalam batas-
batas  yang diizinkan, dengan rencana menyediakan kerangka kerja untuk 
                                                             
20Gouzali Saydam, Manajemen dan Kepemimpinan, (Jakarta: Djambatan, 1993), 
hlm. 72. 
21Manulang, M. Dasar-dasar Manajemen, (Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, 2004), hlm. 173. 
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tahap pengawasan. Suatu pengawasan yang baik tidak akan terlaksana 
tanpa adanya rencana dan petunjuk pelaksanaan yang dibuat.
22
 
Secara umum, fungsi pengawasan bank syariah sebagaimana 
diamanahkan dalam undang-undang bertujuan untuk mendukung upaya 
mewujudkan perbankan syari’ah yang sehat, beroperasi secara prudent, 
memenuhi berbagai ketentuan perbankan yang berlaku, melindungi 
kepentingan masyarakat pengguna jasa perbankan dan konsisten 
menjalankan prinsip syari’ah. 
Menurut Maringan fungsi pengawasan adalah: 
a. Memperbaiki rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diserahi 
tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan. 
b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai 
dengan prosedur yang telah ditentukan. 
c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, 
kesalahan dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak di 
inginkan.
23
 
4. Bentuk Pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) 
Pengawasan umum terhadap bank syari’ah oleh Bank Indonesia 
diperlakukan sama dengan bank konvensional, yang disesuaikan dengan 
Peraturan Bank Indonesia yang mengenai peraturan Bank Umum Syari’ah 
(BUS) yaitu bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 
                                                             
22Baihaqi, Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan 
Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan, LIBRIA. Vol.8 Nomor 1, juni 2016. Hlm. 136/ 
23 Mustapa Khamal Rokan, Optimalisasi Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) dalam 
Perbankan Syari’ah di Medan, EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syari’ah. Vol.5 Nomor 2, 
2017. 
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prinsip syari’ah. Namun, pengawasan khususnya terhadap bank syari’ah 
dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yaitu suatu perangkat 
bank yang bersifat independen karena.
24
 
a. Ketua dan anggotanya tidak tunduk dibawah kekuasaan administrasi 
bank 
b. Ketua dan anggotanya dipilih oleh rapat umum pemegang saham 
c. Imbalan bagi ketua dan anggotanya tidak ditentukan oleh bagian 
personalia bank, tetapi ditentukan oleh rapat pemegang saham. 
DPS tidak hanya mengawasi bank syari’ah baik BUS maupun 
BPRS karena kepentingan tertentu, melainkan harus melakukan 
pengawasan terhadap aspek sesuai dengan ketentuan laporan yang harus 
dibuatnya. Jika DPS sering melakukan pengawasan dengan jumlah waktu 
yang tinggi memungkinkan upaya untuk meningkatkan kepatuhan bank 
syari’ah terhadap terlaksananya prisnsip syari’ah dalam seluruh kegiatan 
transaksinya. Oleh karena itu, jumlah hari melakukan pengawasan, maka 
DPS akan semakin dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan prinsip 
syari’ah.  
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa untuk menjalakan 
tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang ada maka Dewan 
Pengawas Syari’ah perlu melakukan monitoring terhadap operasional 
BPRS, DPS memberikan saran, pendapat serta pembinaan terhadap 
karyawan terkait operasional BPRS, DPS sebagi konsultan bagi pihak 
                                                             
24 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, cet 
ke-4, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 157-158. 
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BPRS ketika mengalami kesulitan dalam menentukan akad, DPS membuat 
laporan persemester terkait pemenuhan prinsip syari’ah, DPS menilai dan 
memastikan pemenuhan Prinsip Syari’ah atas pedoman operasional dan 
produk yang dikeluarkan bank kemudian kebolehan DPS merangkap 
jabatan. 
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BAB III 
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN 
PENGAWAS SYARI’AH (DPS) DI BPRS DANA MULIA 
 
A. Gambaran Umum BPR Syari’ah Dana Mulia 
1. Sejarah Berdirinya BPR Syari’ah Dana Mulia  
PT.BPR Syari’ah Dana Mulia diresmikan pada taggal 26 maret 
2008 oleh Pemimpin Kantor Bank Indonesia Solo dan mulai 
beroperasi pada tanggal 1 April 2008. Sebagai Bank Pembiayaan 
Rakyat Syari’ah (BPRS) yang pertama di Eks Karesidenan Surakarta, 
bank mendapat persetujuan izin prinsip dengan dikeluarkannya 
suratdari Direktorat Perbankan Syari’ah Bank Indonesia Nomor 
9/826/BPbs tertanggal 31 Mei 2007. Selanjutnya bank beroperasi 
berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 
10/12/KEP.GBI/2008 tentang pemberian izin usaha PT. Bank 
Pembiayaan Rakyat Syari’ah Dana Mulia yang berkedudukan di JL. 
KH Agus Salim No.10 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, 
Kota Surakarta. 
Dengan motto “amanah, berkembang dan barokah” pendirian 
PT. BPR Syari’ah Dana Mulia bertujuan untuk memberikan layanan 
perbankan syari’ah bagi masyarakat, khususnya dari golongan 
pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Karesidenan 
Surakarta.
1
 
                                                             
1Profil BPRS Dana Mulia Surakarta 
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2. Motto, Visi dan Misi BPR Syari’ah Dana Mulia 
a. Motto 
Motto BPRS Dana Mulia Surakarta adalah ikhlas, siddiq, 
tabligh, amanah, fathonah, tawakkal ilallah dan menjadi rahmatan 
lil alamin. PT. BPR Syari’ah Dana Mulia bertujuan untuk 
memberikan layanan perbankan syari’ah bagi masyarakat 
khususnya dari golongan pengusaha mikro kecil dan menengah 
(UMKM) di Eks Karesidenan Surakarta. 
b. Visi 
PT. BPR Syari’ah Dana Mulia mempunyai visi untuk 
membangun perbankan yang amanah, berkembang dan barokah 
berdasarkan prinsip syari’ah dengan mengharap ridho Allah SWT. 
c. Misi 
Kami akan mengemban amanah masyarakat yang 
menitipkan dana pada PT. BPR Syari’ah Dana Mulia, dan 
membantu masyarakat yang membutuhkan dana dengan 
menggunakan prinsip syari’ah. 
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3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 
a. Struktur Organisasi 
 
b. Tugas-tugas Struktur Organisasi 
1) Dewan Pengawas Syari’ah 
a) Memberi fatwa Agama terutama dalam produk-produk bank 
syari’ah 
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b) Dewan Pengawas Syari’ah bersama Dewan Komisaris 
mengawasi pelaksanaan Fatwa Agama darihasil keputusan 
musyawarah Dewan Pengawas Syari’ah disampaikan 
secaratertulis kepada direksi dengan tindasan Dewan 
Komisaris.
2
 
2) Dewan Komisaris 
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris: 
a) Mempertimbangkan, menyempurnakan danmewakili para 
pemegang saham dalam memutuskan perumusan 
kebijakan umum yang baru yang diusulkan oleh Direksi 
untuk dilaksanakanpada masa yang akan datang. 
b) Meneyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang 
saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban 
Direksi. 
c) Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja 
untuk tahun buku baru yang diusulkan oleh Direksi. 
d) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan 
pembiayaan yang diajukan kepada perusahaan yang 
jumlahnyamelebihi maksimum yang dapat diputuskan 
Direksi. 
                                                             
2 Muhammad,  Manajemen Bank  Syari’ah,  (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan 
Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005), hlm. 150. 
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e) Memberikan penilaian atas neraca dan pertimbangan R/L 
tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang 
disampaikan oleh Direksi. 
f) Memberikan persetujuan tentang pengikatan perseroan 
sebagai penanggung (borg/avails), penggadaian serta 
penjualan, baik untuk barang bergerak maupun tidak 
bergerak. 
g) Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh 
para anggota Direksi. 
h) Meneyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-
perubahan modal dan pembagian laba. 
i) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi 
nomor urut sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran 
dasar perseroan. 
j) Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban diantara 
anggota Direksi. 
3
 
3) Direksi 
Tugas dan tanggung jawab Direksi 
a) Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum bank 
syari’ah untuk masa yang akan datang yang disetujui oleh 
dewan komisaris serta di sahkan dalam RUPS, agar tercapai 
tujuan serta kontinuitas operasional perusahaan. 
                                                             
3Ibid, hlm. 151. 
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b) Menyusul dan mengusulkan Rencana Anggaran Perusahaan 
dan Rencana Kerja untuk tahun yang baru disetujui oleh 
Dewan komisaris. 
c) Mengajukan neraca dan laporan laba rugi tahunan serta 
laporan-laporan berkala lainnya kepada Dewan Komisaris 
untuk mendapatkan penilaiannya. 
d) Turut menandatangani surat-surat saham yang telah diberi 
nomor urut sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran 
Dasar Perusahaan.  
e) Menyetujui pemindah tanganan saham-saham kepada 
pembeli baru yang ditunjukdan dipilih oleh pemegang 
saham lam,setelah mengikuti prosedur yang ditetapkan 
dalam Anggaran Dasar tentang pemindah tanganan saham-
saham tersebut. 
f) Bertanggung jawab atas penegeluaran duplikat surat 
saham,tanda penerimaan keuntungan dan talon yang hilang 
serta mengumumkan disurat kabar resmi yang terbit 
ditempat kedudukan perseroan. 
g) Mengundang para pemegang saham untuk menghadiri rapat 
pemegang saham. 
h) Mengajukan kepada Dewan Komisaris, jenis pelayanan 
baru yang dapat diberikan perseroan kepada masyarakat 
untuk disetujui. 
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i) Memberi persetujuan atas penggunaan formulir-formulir 
dan dokumen-dokumen lainnya dalam transaksi perseroan. 
j) Menyetujui pinjaman yang diberikan kepada pegawai bank 
syari’ah. 
k) Mengangkat pejabat-pejabat bank syari’ahyang akandiberi 
tanggung jawab mengawasi kegiatan perseroan. 
l) Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus 
dibayarkan kepada para pejabat dan pegawai perseroan. 
m) Mengamankan harta kekayaan perseroan agar terlindungi 
dari bahaya kebakaran, pencurian,perampokan dan 
kerusakan.
4
 
4) Bidang Marketing 
Tugas-tugas pokok bidang marketing 
a) Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas 
marketing dan pembiayaan (kredit) dari unit atau bagian 
yang berada di bawah surpervise-nya, sehingga dapat 
memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah 
secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan 
menguntungkan baik bagi nasabah  maupun bank syari’ah.  
b) Melakukan monitoring, evaluasi, riview dan supervise 
terhadap pelaksanaan dan fungsi bidang marketing 
                                                             
4 Muhammad,  Manajemen Bank….., hlm. 152. 
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(perkreditan) pada unit atau bagian yang berada di bawah 
supervise-nya. 
c) Bertindak sebagai komite pembiayaan dalam upaya 
pengambilan keputusan pembiayaan (kredit). 
d) Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas 
portofolio pembiayaan (kredit) yang telah diberikan dalam 
rangka pengamanan atas setiap pembiayaan (kredit) yag 
telah diberikan. 
e) Aktif menyampaikan pendapat, saran dan opini kepada 
Direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan 
bidang marketing dan pembiayaan (kredit) sebagaimana 
yang dimaksud dalam huruf/angka (a), (b) dan (c). 
f) Melayani, menerima tamu (calon nasabah atau nasabah) 
secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan. 
g) Memelihara dan membina hubungan bank dengan pihak 
nasabah serta antar/intern unit kerja yang ada di bawah 
serta lingkungan perusahaan. 
h) Menyusun strategi planning dan selaku 
marketing/solisitasi nasabah baik dalam rangka 
penghimpunan sumber dana maupun alokasi pemberian 
pembiayaan secara efektif dan terarah. 
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i) Berkewajiban untuk mengikatkan pengetahuan dan 
ketrampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-
hari.
5
 
5) Bidang Operasional 
Tugas pokok bidang operasional 
a) Melaksanakan supervise terhadap setiap pelayanan dan 
pengamanan jasa-jasa perbankan dari setiap unit/bagian 
yang berada dibawah tanggungjawabnya. 
b) Melakukan mentoring, evaluasi, review, dan kondisi 
terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang 
operasional. 
c) Turut membangun pelayanan secara aktif atas tugas-tugas 
harian setiap unit/bagian yang berada dibawah tanggung 
jawabnya. 
d) Aktif memberikan saran, pendapat kepada Direksi 
mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan 
tugasnya sehari-hari termasuk mengusulkan produk-
produk perbankan yang diperlukan nasabah. 
e) Turut memelihara dan membina hubungan baik dengan 
pihak nasabah serta intern antar unit/bagian maupun 
bidang dilingkungan perusahaan dalam rangka menjaga 
mutu pelayanan kepada nasabah sehingga berada di 
                                                             
5Ibid, hlm. 153. 
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tingkat yang memuaskan serta terciptanya suasana kerja 
yang sehat dilingkungan perusahaan. 
f) Berkewajiban untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan 
ketrampilan, baik pribadi maupun bawahannya untuk 
kelancaran pelaksanaan tugasnya. 
g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh direksi 
sepanjang tgas-tugas tersebut masih alam ruang lingkup 
dan fungsinya kepala bidang operasional.
6
 
6) Bidang Umum 
Tugas pokok bidang umum 
a) Menginventarisasikan kebutuhan karyawan dan atau 
perusahaan dan kemudian menyediakannya sepanjang 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
b) Melakukan pengadaan/pembelian serta pembukuan dan 
melakukan penyusutan setiap harta atau inventaris kantor 
sesuai ketentuan yang berlaku tentang penyusutan tersebut 
serta dengan memperhatikan pengendalian biaya. 
c) Memelihara atau menjaga harta inventaris kantor agar 
tetap dalam kondisi yang baik dan bertanggungjawab atas 
keamanan harta atau peralatan tersebut. 
                                                             
6Ibid,  hlm. 154. 
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d) Secara periodik memeriksa kondisi harta atau inventaris 
kantor dan melaporkannya kepada atasan atau Direksi 
apabila terdapat masalah-masalah yang diputuskan. 
e) Memelihara saran, pendapat,opini terhadap setiap masalah 
yang timbul dalam ruang lingkup tugas dengan baik. 
f) Membina, memelihara hubungan baik serta turut serta 
memotivasi seluruh karyawan agar dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik. 
g) Menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam hal 
kepegawaian serta mengajukan usul, pendapat, opini dan 
artenatif pemecahan masalahnya. 
h) Menyiapkan melakukan pembayaran gaji karyawan sesuai  
dengan ketentuan Direksi. 
i) Menjaga sifat kerahasiaan atau contidensial hal-hal yang 
menyangkut dengan kepegawaian seperti gaji dan lain-
lain. 
j) Memberi informasi kepada seluruh karyawan mengenai 
hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan ketentuan 
Direksi. 
k) Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilan baik untuk diri sendiri maupun penyiapan 
program peningkatan pendidikan bagi karyawan lain. 
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l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan manajemen 
sepanjang masih dalam ruang lingkup fungsinya sebagai 
staf umum dan personalia.
7
 
7) Kas dan Teller 
Kas dan teller selaku kuasa bank untuk melakukan 
pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penarikan 
pembayaran uang. Tugas kas atau teller juga mengatur dan 
memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam tempat 
khasanah bank. Dapat pula melakukan pekerjaan lain sesuai 
dengan ketentuan atau policey pekerjaan. 
8) Bagian Pembukuan  
Bagian pembukuan bertugas di dalam pembuatan 
neraca, membuat daftar rugi atau laba. Disamping itu bagian 
pembukuan juga bertugas dalam pembuatan laporan ke Bank 
Indonesia dan tugas lain yang sesuai dengan policy 
perusahaan.
8
 
4. Produk-Produk BPRS Dana Mulia 
a. Produk Simpanan 
Tabungan 
1) Tabungan Ib Mulia 
Ketentuan tabungan ini adalah: 
a) Pembukaan hanya Rp. 30.000 
                                                             
7Muhammad,  Manajemen Bank…. hlm. 155  
8Ibid., hlm. 157. 
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b) Untuk selanjutnya setoran minimal Rp.10.000 
c) Pembagian hasil sangat kompetitif 
d) Tanpa adanya biaya administrasi 
2) Tabungan iB Mulia Qurban  
3) Tabungan iB Mulia Haji dan Umroh 
4) Tabungan iB Mulia Berjangka 
Ketentuan dalam tabungan ini adalah: 
a) Setoran minimal Rp. 10.000.000 
b) Jangka waktu 3, 6, 12 bulan 
c) Bagi hasil kompetitif 
d) Tanpa biaya administrasi 
5) Tabungan Wadi’ah 
6) Tabungan Simpel 
b. Produk Pembiayaan 
Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari 
nasabah atau masyarakat, BPRS Dana Mulia menawarkan 
beberapa produk pembiayaan sebagai berikut: 
1) Prinsip Jual Beli 
Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk 
memiliki barang dilakukan dengan prinsip jualbeli. 
Keuntungan ditentukan di depan dan menjadi bagian harga 
atas barang yang dijual. Produknya sepertinya murabaha, 
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salam dan istishna’. Tetapi BPRS Dana MuliaSurakarta 
akad jual beli yang banyak adalah akad Murabaha. 
2) Prinsip Sewa 
Transaksi pembiayaan yang ditunjukkan untuk 
memiliki barang dilakukan dengan prinsip sewa. 
Keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga 
atas jasa yang digunakan. Produknya seperti ijarah. 
3) Prinsip Bagi Hasil 
Prinsip pembiayaan untuk usaha kerjasama yang 
ditunjukkan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa 
dengan prinsip bgai hasil. Keuntungan ditentukan oleh 
nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produknya 
seperti musyarakah dan mudharabah. 
4) Deposito  
Adalah harta benda atau uang yang diberikan 
kedalam penguasaan bank untuk pengamatan, investasi atau 
sebagai anggunan. Di BPRS Dana Mulia Surakarta dalam 
pengajuan Deposito mempunyai beberapa ketentuan 
diantaranya: 
a) Setoran awak minimal Rp. 1.000.000 
b) Jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan 
c) Melalui setoran Tunai/Debet tabungan/Transfer 
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d) Bagi hasil dapat tunai/masuk ke pokok/masuk 
tabungan/ Transfer sesuai kenginan nasabah 
e) Souvenir menarik 
B. Pelaksanaan Tugas Pokok danFungsi Dewan Pengawas Syari’ah 
(DPS) di BPRS Dana Mulia Surakarta 
BPRS Dana Mulia Surakarta mulai beroperasi pada tanggal 1 
April 2008 dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia atas 
terpenuhinya persyaratan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan 
yang berbasis syari’ah. Salah satu syaratnya yaitu keharusan adanya 
Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) disetiap lembaga keuangan yang 
mempunyai prinsip syari’ah baik Bank Syari’ah maupun Bank Umum 
Syari’ah yang dalam hal ini adalah BPRS. 
Sejak berdirinya BPRS Dana Mulia Surakarta hingga saat ini 
yang menjabat DPS sebanyak 2 (dua) orang yaitu Bapak Supawi 
sebagai ketua DPS, selain menjabat sebagai DPS di BPRS Dana Mulia 
Surakarta beliau juga menjadi dosen di Universitas Batik Surakarta. 
Kemudian Ada anggota DPS yaitu Bapak Masjupri, selain sebagai 
DPS beliau juga sebagai dosen IAIN Surakarta di Fakultas Syari’ah. 
Dengan adanya surat rekomendasi dan penetapan DPS dari 
DSN-MUI dan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia maka kedua 
orang tersebut diatas mempunyai  peran sebagai pengawas bukan 
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hanya karyawan di BPRS Dana Mulia Surakarta.
9
 Dalam melakukan 
pengawasan DPS BPRS Dana Mulia Surakarta datang ke BPRS 
minimal satu kali dalam seminggu, sehingga apabila ada hal-hal yang 
mendesak dan perlu ada penyelesaian dari DPS pihak BPRS bisa 
menghubungi lewat telepon. 
Berdasarkan wawancara pribadi dengan anggota DPS yaitu 
bapak Masjupri, Selain sudah menjalankan tugas pokoknya DPS juga 
melakukan pengawasan, pengawasan dilakukan sesuai dengan aturan 
yang berlaku, pengawasan disini tidak saja hanya mengawasi ketika 
BPRS ada masalah tetapi DPS disini juga sebagai pembimbing bagi 
seluruh karyawan yang ada di BPRS Dana Mulia Surakarta, dengan 
cara memberikan penjelasan terkait dengan pemahaman tentang 
bermuamalah yang benar. Dalam melaksanakan tugasnya para DPS 
juga bersifat familier, yaitu tidak serta merta menyalahkan namun 
beliau memberikan nasihat, saran, masukan dan lain-lain. 
Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di BPRS Dana Mulia 
Surakarta dalam melaksanakan tugasnya masing-masing DPS sudah 
mempunyai dan membagi tugasnya, Bapak Supawi selaku ketua DPS 
melakukan tugasnya yaitu mengawasi secara keseluruhan kinerja 
karyawan dan melakukan pengawasan terhadap operasional BPRS 
tersebut. Untuk Bapak Supawi sendiri lebih sering datang ke BPRS 
karena beliau lebih dekat dengan BPRS dan tugasnya memang 
                                                             
9 Masjupri, DPS BPRS Dana Mulia Surakarta, Wawawncara Pribadi, Surakarta, 06 
juni 2018. 
 
54 
 
 
mengawasi BPRS. Bapak Masjupri selaku sebagai anggota DPS juga 
melaksanakan tugasnya yaitu meneliti, mengecek serta mengawasi 
semua kegiatan operasional BPRS terkait akad yang dilakukan oleh 
nasabah, Bapak Masjupri selain mengawasi, meneliti dan mengecek 
dokumen BPRS Dana Mulia beliau juga membuat laporan persemester 
untuk diserahkan kepada Bank Indonesia. Jadi kedua DPS yang di 
BPRS Dana Mulia bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Tetapi 
jika ada masalah di BPRS, kedua DPS tersebut selalu menyelesaikan 
bersama yaitu melakukan musyawarah.
10
 
Adapun hal-hal yang dilakukan oleh DPS BPRS Dana Mulia 
Surakarta adalah: 
1. DPS melakukan monitoring terhadap operasional BPRS Dana 
Mulia Surakarta agardapat berjalan sesuai dengan prinsip 
Syari’ah, yaitu dengan cara DPS mengunjungi BPRS setiap 
satu minggu sekali untuk mengawasi secara langsung proses 
operasional BPRS. 
2. Memberikan saran, pendapat serta pembinaan terhadap 
karyawan terkait dengan operasional BPRS Dana Mulia. 
Karena seorang DPS juga mempunyai tanggung jawab moral 
terhadap perilaku karyawan. Maka DPS di BPRS ini 
melakukan pembinaan terhadap karyawan, yaitu dengan cara 
memberikan siraman rohani tidak hanya tentang perbankan 
                                                             
10 Diah Ayu, Customer Service Dana Mulia Surakarta, Wawancara Pribadi, 
Surakarta 30 Agustus 2018. 
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syari’ah, seperti apa itu murabaha, mudharabah dan 
sebagainya, melainkan juga tentang nilai-nilai keagamaan. 
Termasuk juga adanya pembacaan ayat suci Al-Qur’an setiap 
hari jumat oleh setiap karyawan secara bergantian. 
3. Sebagai konsultan bagi pihak BPRS ketika pihak BPRS 
mengalami kesulitan dalam menentukan akad yang sesuai 
dengan permintaan nasabah atau calon nasabah. Jika terjadi 
permasalahan maka DPS akan menganalisis permasalahan 
tersebut dan mencocokkannya dengan fatwa-fatwa DSN-MUI. 
4. Membuat laporan persemester terkait pemenuhan prinsip 
syari’ah. Laporan persemester dibuat oleh DPS Dana Mulia 
Surakarta  sendiri sebanyak dua kali dalam satu tahun yaitu 
periode Januari-Juni dan periode Juli-September. 
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BAB IV 
ANALISIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS 
SYARI’AH (DPS) DI BPRS DANA MULIA SURAKARTA DENGAN 
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/23/PBI/2009 
 
A. DPS Melakukan Monitoring atau Pengawasan terhadap Operasional 
BPRS Dana Mulia agar dapat berjalan sesuai dengan Prinsip 
Syari’ah. 
Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/23/PBI/2009 Tentang 
Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah pasal 29 terkait dengan tugas dan 
tanggungjawab DPS di BPRS yaitu: 
1. DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan 
saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syari’ah 
dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS 
lainnya. 
2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi antara lain: 
a) Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS 
b) Meminta fatwa kepada Dewan Syari’ah Nasional untuk produk 
baru BPRS yang belum ada fatwanya 
c) Melakukan review secara berkala terhadap mekanisme 
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 
BPRS 
d) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syari’ah dari 
satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 
 
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbs tanggal 30 
April 2010 bagian E Nomor 5 DPS melakukan pengawasan terhadap 
proses pengembangan produk baru bank sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 a dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 
56 
 
 
1. Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai 
tujuan, karakteristik,dan akad yang digunakan dalam produk baru 
yang akan dikeluarkan  
2. Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk 
baru telah terdapat fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama’ 
Indonesia  
a. Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syari’ah 
melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan 
fatwa Dewan Syari’ah Nasional- Majelis Ulama’ Indonesia. 
b. Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas 
Syari’ah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi 
akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syari’ah Nasional- 
Majelis Ulama’ Indonesia. 
3. Meriview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan 
terkait dengan pemenuhan prinsip syari’ah. 
4. Memberikan pendapat syari’ah atas produk baru yang akan 
dikeluarkan. 
 
DPS BPRS Dana Mulia berperan sebagai pengawas yaitu 
mengawasi BPRS supaya kinerjanya  tidak menyimpang dari koridor 
syari’ah. Sehingga DPS hanya memonitoring, apakah pelaksanaan kinerja 
dari BPRS tersebut sudah sesuai syari’ah atau dapat dilakukan bahwa 
tidak adanya penyimpangan dalam menjalankan kinerjanya. 
Sebagaimana dijelaskan Syafi’i Antonio dalam bukunya Bank 
Syari’ah dari Teori ke Praktik, bahwa terdapat lima mekanisme kerja DPS 
yakni usulan produk, diskusi direksi bank terkait, pengajuan rancangan, 
rapat DPS dengan direksi departemen bagian, serta instruksi untuk 
implementasi.  
Hal tersebut dilakukan dengan cara DPS mengunjungi BPRS untuk 
mengawasi secara langsung proses operasional BPRS. Untuk mengawasi 
secara langsung DPS melakukannya dengan cara yaitu: 
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1. Melakukan kunjungan rutin setiap satu minggu sekali 
2. DPS memenuhi permintaan BPRS, apabila pihak BPRS mengharapkan 
kedatangan DPS untuk memberikan pendapatnya terkait dengan 
masalah yang dihadapi oleh pihak BPRS.   
 
Peneliti dapat menyimpulkan bahwa DPS dimaksudkan sebagai 
mekanisme kontrol untuk memonitoring kinerja bank syari’ah. Selain itu 
DPS dimaksudkan untuk memastikan semua kontrak, prosedur dan 
transaksi yang dilakukan oleh bank syari’ah adalah sesuai dengan aturan 
Islam atau sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. DPS juga dapat 
diharapkan memastikan agar bank syari’ah menunaikan kewajiban 
zakatnya. 
Berdasarkan keterangan diatas, peneliti dapat menyimpulkan 
bahwa peran DPS di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah sesuai dengan 
Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan 
Rakyat Syari’ah pasal 29 terkait dengan tugas dan tanggung jawab DPS di 
BPRS Dana Mulia Surakarta, akan tetapi menurut peneliti keberhasilan 
DPS dalam melaksanakan tugasnya itu terkait dengan model atau bentuk 
pengawasan dan jumlah hari pengawasan DPS terhadap perbankan 
syari’ah. 
Dengan demikian, menurut peneliti DPS di BPRS Dana Mulia 
Surakarta termasuk dalam model atau bentuk pengawasan yang pertama, 
karena DPS BPRS Dana Mulia ini meskipun tidak mengawasi setiapkali 
terjadinya akad tetapi DPS ini melakukan kunjungan rutin setiap sekali 
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dalam satu minggu. Penyebabnya adalah menjadi DPS di BPRS Dana 
Mulia bukan termasuk sebagai profesi utama, artinya seseorang diangkat 
menjadi DPS karena memiliki kemampuan dari segi aspek kesyariahan 
seperti faham fiqih muamalah, faham lembaga keuangan syariah dan lain 
sebagainya. Meskipun DPS di BPRS ini bukan menjadi profesi pertama, 
setiap ada masalah terkait yang ada di BPRS DPS selalu datang dan 
menyelesaikan masalah tersebut. 
 
B. Memberikan Saran, Pendapat serta Pembinaan terhadap Karyawan 
terkait dengan Operasional BPRS Dana Mulia. 
Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang 
Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah pasal 29 terkait dengan tugas dan 
tanggungjawab DPS di BPRS yaitu: 
DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan 
saran kepada direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syari’ah 
dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS 
lainnya. 
DPS BPRS Dana Mulia selain mengawasi juga berperan sebagai 
penasehat, yaitu DPS  memberikan nasehat berupa saran atau pendapat 
terkait dengan operasional BPRS Dana Mulia. Selain itu, DPS Dana Mulia 
juga memberikan siraman rohani tidak hanya tentang perbankan syari’ah 
seperti apa itu murabaha, mudharabah dan sebagainya, melainkan juga 
tentang nilai-nilai keagamaan karena seorang DPS itu mempunyai 
tanggung jawab moral terhadap perilaku karyawan. 
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Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa DPS Dana Mulia 
dalam menjalankan perannya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia 
No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah pasal 29 
terkait dengan tugas dan tanggung jawab untuk memberi nasihat dan saran 
DPS di BPRS Dana Mulia. 
 
C. Sebagai Konsultan bagi Pihak BPRS ketika Pihak BPRS mengalami 
Kesulitan dalam menentukan Akad yang sesuai dengan Permintaan 
Nasabah atau Calon Nasabah. 
Pengawasan terhadap kesesuaian akad sangat penting dilakukan, 
sebab hak dan kewajiban yang dibebankan kepada para pihak tergantung 
dari akad yang disepakati. Akad-akad yang ada dalam setiap transaksi 
Lembaga Keuangan Syari’ah telah difatwakan oleh DSN-MUI, namun 
istilah-istilah yang digunakan masih sulit dipahami oleh masyarakat 
awam. 
DPS BPRS Dana Mulia Surakarta, melaksanakan peran dan 
fungsinya dalam hal yaitu mengawasi setiap transaksi yang dilakukan 
oleh BPRS Dana Mulia agar tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan 
yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Jika terjadi suatu permasalahan 
terkait penentuan akad atau terkait dengan BPRS itu sendiri maka, pihak 
BPRS akan menghubungi DPS untuk menangani masalah tersebut, dan 
jika DPS tersebut tidak berada di kantor maka pihak BPRS akan 
menghubunginya melalui via telephone. 
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D. Membuat Laporan Persemester terkait Pemenuhan Prinsip Syari’ah. 
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang 
Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah pasal 29 terkait dengan tugas dan 
tanggungjawab dalam hal Laporan Hasil Pengawasan  DPS di BPRS 
yaitu: 
1. DPS berugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran 
kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syari’ah dalam 
penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya. 
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaiman dimaksud 
pada ayat (1), meliputi antara lain: 
a. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS 
b. Meminta fatwa kepada Dewan Syari’ah Nasional untuk 
produk baru BPRS yang belum ada fatwanya 
c. Melakukan review secara berkala terhadap mekanisme 
penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan 
jasa BPRS 
d. Meminta data informasi terkait dengan aspek syari’ah dari 
satuan kerja BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya 
3. Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran 
Bank Indonesia. 
 
Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS huruf E 
angka 7 dan angka 8, DPS harus membuat laporan hasil pengawasan 
sesuai dengan yang dijelaskan yaitu: 
1. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah wajib 
disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 2 
(dua) bulan setelah periode semester berakhir. Yang dimaksud 
dengan “semester” adalah periode 6 (enam) bulanan yang 
berakhir pada bulan Juni dan Desember. 
2. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syari’ah memuat 
hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas 
Syari’ah selama satu semester, yang meliputi antara lain: 
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a. Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan 
produk baru bank, dan 
b. Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan bank. Laporan 
tersebut disampaikan dengan menggunakan format laporan 
sebagaimana lampiran. 
 
DPS membuat laporan terkait kepatuhan BPRS Dana Mulia dalam 
operasionalnya. Laporan dibuat DPS sendiri, laporan dibuat satukali 
dalam satu tahun yaitu periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember. 
Laporan menyangkut sesuai tidaknya transaksi-transaksi yang dilakukan 
BPRS Dana Mulia Surakarta dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh 
DSN-MUI. 
Dalam hal penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan 
DPS BPRS Dana Mulia Surakarta, peneliti berpendapat bahwa laporan 
yang dibuat dan disampaikan sudah sesuai dengan ketentuan yang dibuat 
oleh Bank Indonesia, sebab baik dari segi format penyusunan, dan apa 
saja yang harus dilaporkan sampai pada batas akhir penyampaian sudah 
sangat jelas ditentukan oleh Bank Indonesia, dan seandainya DPS BPRS 
Dana Mulia Surakarta melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasti DPS 
akan mendapat teguran dan sanksi dari Bank Indonesia sebagimana 
tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS huruf 
E angka c yaitu: 
Dalam hal Dewan Pengawas Syari’ah tidak melaksanakan tugasnya 
dengan baik sampai dengan izin usaha Bank dicabut, maka anggota 
Dewan Pengawas Syari’ah dimaksud dapat dikenakan sanksi berupa 
pelarangan menjadi anggota Dewan Pengawas Syari’ah di perbankan 
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syari’ah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin 
usaha Bank oleh Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan “Dewan 
Pengawas Syari’ah tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sampai 
dengan izin usaha Bank dicabut” meliputi antara lain: 
1. Tidak memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atas hasil 
pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syari’ah.  
2. Tidak menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syari’ah atas 
pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. 
3. Tidak mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai 
dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional – Majelis Ulama’ Indonesia. 
4. Tidak melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip 
syari’ah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran 
dana serta pelayanan jasa bank dan/atau. 
5. Tidak menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas 
Syari’ah secara semesteran. 
Dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya setiap enam bulan 
sekali, DPS harus melaporkan hasil pengawasan kepada Bank Indonesia 
dengan format yang telah ditetapkan. DPS Dana Mulia Surakarta telah 
menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 
11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah pasal 29 
terkait dengan tugas dan tanggungjawab DPS di BPRS. 
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E. Menilai dan Memastikan Pemenuhan Prinsip Syari’ah atas Pedoman 
Operasional dan Produk yang dikeluarkan Bank 
Dalam Pasal 29 PBI No.11/23/PBI/2009 menguraikan tentang 
tugas dan tanggungjawab DPS yang kemudian di jelaskan dalam Surat 
Edaran Bank Indonesia yaitu: 
1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syari’ah atas pedoman 
operasional dan produk yang dikeluarkan Bank 
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agarsesuai 
dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional- Majelis Ulama’ Indnesia 
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syari’ah Nasional- Majelis Ulama’ 
Indonesia untuk produk bankyang baru belum ada fatwanya. 
 
Dalam melaksanakan tugasnya yaitu menilai dan memastikan 
pemenuhan prinsip syari’ah DPS disetiap Bank Syari’ah harus meneliti 
dengan cermat terhadap semua berkas nasabah yang telah melakukan 
akad di bank tersebut, karena berkas tersebut akan sangat berpengaruh 
terhadap pemenuhan prinsip kesyari’ahan, selain berkas tersebut harus 
diteliti satu persatu juga akan mempermudah DPS untuk membuat 
Laporan persemester terkait hasil pengawasan yang dilakukan di bank 
tersebut. 
Dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa menilai dan 
memastikan pemenuhan prinsip syari’ah atas pedoman operasional dan 
produk yang dikeluarkan bank itu sangat penting, dan DPS di BPRS Dana 
Mulia ini sudah melakukan tugasnya yaitu menilai dan memastikan 
pemenuhan prinsip syari’ah dengan cara DPS mengecek atau meneliti satu 
persatu berkas nasabah yang telah melaksanakan akad, karena setiap 
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nasabah melakukan akad maka akan ada perjanjian dan perjanjian tersebut 
berlaku lama, yaitu 1 (satu), 2 (dua), tiga (tiga) tahun atau bahkan lebih, 
maka dari itu DPS harus benar benar meneliti setiap akad. Misalnya dalam 
berkas tersebut ada seorang nasabah melakukan akad Murabaha bil 
wakalah dan ternyata didalam berkas tersebut tidak ada kwitansi maka 
dalam hal ini DPS akan meminta atau melengkapi hal tersebut, dan jika 
nasabah tersebut memakai akad murabaha bil wakalah apakah akad bil 
wakalah tersebut sudah ada atau tidak, kemudian dalam hal penetapan 
margin apakah menggunakan nominal atau presentase. 
F. Kebolehan DPS Merangkap Jabatan 
Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 pasal 30 
tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah yaitu: 
1. Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling 
banyak 3 (orang)  
2. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu 
anggota DPS 
3. Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota 
paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syari’ah 
DPS adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi 
jalannya bank sehingga senantiasa sesuai dengan prinsip Mu’amalah 
dalam Islam, sebagai Dewan Pengawas Syari’ah tentunya sangat berat, 
karena DPS disini sebagai penentu BPRS tersebut apakah Bank tersebut 
sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan aturan yang berlaku, 
seperti semua kegiatan bank tersebut harus berlandaskan syari’ah. Karena 
tugas pokok DPS sebagai pengawas di Lembaga Keuangan Syari’ahtentu 
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saja tidak sendiri, maka dari itu yang menjabat sebagai DPS di Lembaga 
Keuangan minimal 2 orang, agar kinerja DPS tersebut optimal. Dengan 
jumlah DPS yang minim itu tentu saja DPS boleh merangkap jabatan, 
karena DPS tidak diharuskan setiap waktu berada di kantor, tetapi setiap 
Lembaga Keuangan harus menyediakan meja tersendiri bagi para DPS. 
Dalam hal merangkap jabatan di BPRS Dana Mulia Surakarta 
diperbolehkan karena kinerja dan tugas DPS di Lembaga tersebut sudah 
dianggap sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tetapi menurut Pak 
Masjupri sebagai anggota DPS meskipun menurut aturan diperbolehkan 
merangkap sebanyak 4 (empat) bagi beliau merangkap 2 (dua) akan lebih 
efektif, karena jika merangkap lebih dari 2 (dua) intesitas kinerja DPS 
dianggap kurang efektif.  
Dalam urain diatas dapat disimpulkan bahwa DPS boleh 
merangkap jabatan sebagai anggota paling banyak 4 (empat) lembaga 
keuangan syari’ah, ini menjadikan ketentuan mengenai Dewan Pengawas 
Syari’ah (DPS) di bank menjadi lebih fleksibel. Sebelumnya berdasar PBI 
Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Usaha 
Berdasarkan Prinsip Syari’ah, anggota DPS ditetapkan merangkap jabatan 
di 2 (dua) bank syari’ah dan dua lembaga keuangan bukan bank. Namun 
dengan ketentuan baru anggota DPS dapat menjabat di lembaga keuangan 
lainnya, tidak hanya terpatok pada dua bank. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas 
Syari’ah di BPRS Dana Mulia Surakarta yaitu melakukan pengawasan 
kesesuaian operasional bank, penilaian aspek syari’ah dan pemberian 
opini terhadap konsep operasional dan produk syari’ah berdasarkan 
fatwa Dewan Syari’ah Nasional serta penyampaian laporan hasil 
pengawasan yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian mengenai 
palaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Dewan 
Pengawas Syari’ah di BPRS Dana Mulia Surakarta telah dilakukan 
dengan baik. 
2. Pengawasan dilakukan baik secara formal maupun informal. Namun 
dalam hal pelaksanaan terhadap setiap transaksi DPS BPRS Dana 
Mulia ini kurang maksimal karena yang seharusnya setiap akad atau 
transaksi harus disaksikan atau diketahui oleh DPS tapi untuk hal ini 
DPS tidak bisa langsung mengawasi karena DPS disini tidak setiap 
hari datang untuk mengawasi akad tersebut.  
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B. Saran  
Dari kesimpulan tersebut, penulis memaparkan sejumlah saran 
yang dianggap perlu untuk diketahui yaitu: 
1. Sekalipun Pengawasan DPS di BPRS Dana Mulia Surakarta terbilang 
efektif, namun untuk pengawasan penulis menilai kurang optimal. 
2. Pelaksanaan akad yang dilakukan rutin pada bank syari’ah seharusnya 
dibarengi dengan pengawasan yang rutin. Hal ini guna menghindari 
hal yang tidak diinginkan serta melanggar dari akad yang ditetapkan 
sebelumnya. 
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Hasil Wawancara di BPRS Dana Mulia Surakarta 
 Wawancara dengan DPS BPRS Dana Mulia Bapak Masjupri sebagai 
anggota. 
 Saya: apa saja yang bapak lakukan selama jadi DPS di BPRS Dana Mulia? 
Pak masjupri: tentu saja saya bekerja sesuai aturan yakni mengawasi 
aspek-aspek kesyariahan daripada produk-produk yang dijadikan kegitan 
operasional dilembaga keuangan syari’ah tersebut.  
Saya: pengawasan terhadap apa saja yang bapak lakukan selama menjadi 
DPS di BPRS Dana Mulia ? 
Pak masjupri: Pengawasan disini yaitu mengawasi apakah produk-produk 
yang diterapkan pada perbankan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI 
atau tidak. 
Saya: apa yang bapak lakukan jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran 
dalam produk-produk yang ada di BPRS tersebut? 
Pak masjupri: karena tugas saya disini sebagai pengawas jika terjadi 
penyimpangan maka saya harus meluruskan agar semua berjalan sesuai 
dengan aspek syari’ah. 
Saya: bagaimana bapak bisa menilai dan memastikan jika ada nasabah 
yang akan melakukan akad terkait pemenuhan prinsip syari’ah? 
Bapak Masjupri: tentu saja saya melihat berkas secara teliti Misalnya jika 
nasabah tersebut melakukan akad murabaha bil wakalah dan ternyata 
belum ada kwitansi atas bukti akad tersebut maka saya harus segera 
melengkapinya. Karena memang tugas saya adalah menilai dan 
  
memastikan pemenuhan prinsip syari’ah atas pedoman operasional dan 
produk yang dikeluarkan bank. 
Saya: selain mengawasi produk-produk yang ada di BPRS apakah Bapak 
juga mengawasi dalam hal lain? Seperti kinerja karyawan yang ada di 
BPRS atau pengawasan terhadap laporan keuangan? 
Pak masjupri: pada dasarnya fungsi DPS hanya mengawasi dari aspek 
kesyariahan tidak memiliki kewenangan mengatur secara manajerial atau 
menejemen  daripada staf ataupun karyawan.  
Saya: Sebagai DPS apakah Bapak juga memberikan usulan atau nasehat 
kepada staf atau karyawan di BPRS tersebut? 
Pak masjupri: DPS boleh memberikan usul atau masukan terkait dengan 
perbaikan manajemen kedalam termasuk sebenarnya DPS juga 
berkewajiban memberikan pengarahan atau penyuluhan dari aspek 
religiutas, kita menyarankan pada waktu breafing untuk membaca satu 
lembar al-quran, kami juga melakukan pembinaan kerohanian setiap jumat 
sore, karena diBPRS ini ada sebuah meeting khusus staf dan direksi yg 
membahas materi, dan kebetulan saya sebagai DPS maka saya yang 
memberi materi tentang aspek kerohanian tersebut. 
Saya: berapa jumlah DPS yang ada di BPRS Dana Mulia ini pak? 
Pak masjupri: untuk BPRS Dana Mulia ini jumlah DPS hanya ada 2 (dua) 
orang, yang satu sebagai ketua dan saya sebagai anggota. 
Saya: dalam hal mengawasi kedua DPS tersebut apakah bergantian atau 
keduanya sudah memiliki aturan untuk mengawasi di BPRS tersebut? 
  
Pak masjupri: karena saya hanya sebagai anggota maka, terkait dengan 
pengawasan kedua tim ini harus bersinergi, jadi ketika ada masalah maka 
dilakukanlah diskusi dilakukan rapat oleh DPS terkait dengan masalah 
yang ada disitu, secara struktural ketua disitu adalah yang pokok karena 
ketua sebagai pihak yang menentukan arah kebijakan bagaimana 
pengawasan dilakukan. 
Saya: sebagai anggota DPS apakah bapak yang melakukan pelaporan 
terkait pengawasan di BPRS tersebut? 
Pak masjupri: secara kegiatannya seperti membuat laporan dan sebagainya 
itu saya yang mengerjakan. 
Saya: bapak sendiri apakah melakukan pengawasan di BPRS setiap hari 
atau sebulan sekali? 
Pak masjupri: pada dasarnya pengawasan itu harus dilakukan ketika akad 
itu dilangsungkan, tetapi disini DPS tidak bisa mengawasi secara langsung 
pada waktu akad karena dps disitu bukan sebagai profesi utama, artinya 
seseorang diangkat DPS karena memiliki kemampuan dari segi aspek 
kesyariahan seperti faham fiqih muamalah dan ekonomi. Jadi DPS disini 
melakukan pengawasan setiap satu minggu sekali.  
Saya: apakah saat melakukan pengawasan kedua DPS datang secara 
bersamaan? 
Pak masjupri: dalam hal pengawasan yang lebih sering datang untuk 
mengawasi adalah ketua DPS, karena lebih dekat dengan BPRS. 
  
Saya: apa saja kendala yang terdapat di BPRS selama bapak menjabat 
sebagai DPS? 
Pak masjupri: kendalanya adalah tentu saja dalam hal implementasi akad-
akad itu karena memang pemahaman masyarakat terhadap perbankan 
syari’ah masih minim.  
Saya: apa solusi untuk mengatasi kendala terkait pemahaman masyarakat 
yang masih minim tentang perbankan syari’ah? 
Pak masjupri: karena pemahaman masyarakat yang minim, maka ketika 
masyarakat mengajukan sebuah pembiayaan atau akad seperti contohnya 
murabaha, harus jelas akad murabaha ini digunakan untuk apa. Jadi 
solusinya ada 2 (dua) pertama, harus membuat Rencana Anggaran Belanja 
(RAB) kedua, harus ada komitmen dari nasabah kegunaan pembiayaan itu 
benar-benar untuk pembelian produk sebagaimana yang dimasukkan 
dalam pengajuan pembiayaan. 
Saya: apa yang bapak lakukan sebagai DPS ketika BPRS mengeluarkan 
produk baru? 
Pak masjupri: untuk produk baru kita tidak bisa langsung melaunching, 
tetapi harus kita analisis terlebih dulu produk itu, setelah produk itu bisa 
dinyatakan bisa untuk dilakukan karena ketentuan ini harus ada 
rekomendasi atau harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Jadi, kalau ada 
produk baru harus ada pengawasan atau harus dikeluarkan secara legal 
oleh DSN-MUI. Karena sebenarnya posisi DPS hanya sebagai 
pengawasan terkait fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. 
  
Saya: Apakah ada pengaruh terkait jumlah DPS yang ada di BPRS Dana 
Mulia untuk melakukan pengawasan? 
Pak masjupri: bukan pengaruh tetapi,  ketentuan BI menetapkan bahwa 
jumlah DPS itu minimal 2 org sehingga dua orang itu nanti ditetapkan bisa 
bersinergi, bermusyawarah, berdiskusi sehingga keputusannya adalah 
bukan keputusan tunggal tapi ada hasil musyawarah dari kedua DPS 
tersebut.  
Saya: Berapa lama masa jabatan DPS yang ada di BPRS Dana Mulia? 
Pak Mas Jupri: Masa jabatan DPS adalah selama 4 tahun, di evaluasi dan 
bisa diangkat lagi selama kinerja DPS itu dianggap baik.  
Saya: untuk pengangkatan atau pengajuan ulang DPS tersebut, apakah 
DPS bisa memilih Bank Syari’ah lain? 
Pak Mas Jupri: Tergantung, karena DPS itu yang mengangkat adalah 
pemegang saham bank itu sendiri. 
Saya: Untuk Bapak Mas Jupri sendiri apakah sudah melakukan 
perpanjangan sebagai DPS di BPRS Dana Mulia? 
Pak Mas Jupri: kalau saya perpanjangnya otomatis, yaitu ketika sudah 
habis masanya maka akan secara otomatis tetap menjadi DPS, itu sudah 
menjadi ketentuan dari BPRS sendiri. 
Saya: Apakah Boleh DPS merangkap jabatan? 
Pak Mas Jupri: iya boleh, karena dalam aturannya DPS boleh merangkap 
lebih dari 2 (dua), tetapi menurut saya jika merangkap lebih dari 2 (dua) 
maka kinerja DPS dianggap kurang efektif.  
  
Wawancara dengan Diah Ayu customer service BPRS Dana Mulia 
Saya: Selain sebagai customer service apakah mbak diah kenal dan akrab 
dengan DPS yang ada di BPRS Dana Mulia 
Mbak Diah: Saya cukup tahu dan kenal dengan DPS yang ada di BPRS 
sini mbak, karena kita semua karyawan jadi harus saling mengenal. 
Saya: Untuk DPS di BPRS Dana Mulia sendiri ada berapa ya mbak ? 
Mbak Diah: Untuk DPS disini ada 2 (dua), yaitu Bapak Supawi sebagai 
ketua dan Bapak Masjupri sebagai anggota. 
Saya: Apa tugas DPS di BPRS Dana Mulia Surakarta ini mbak? 
Mbak Diah: Untuk DPS tugas utamanya adalah mengawasi seluruh 
kegitan yang ada di BPRS, karena BPRS merupakan Bank Syari’ah maka 
harus ada DPS untuk mengawasi dari segi kesyari’ahannya juga.  
Saya: Apakah DPS setiap hari datang ke BPRS Dana Mulia ini? 
Mbak Diah: Untuk DPS tidak setiap hari datang karena kedua DPS 
mempunyai pekerjaan lain selain sebagai DPS di BPRS Dana Mulia 
Suarakarta ini. 
Saya: Bagaimana tugas DPS di BPRS Dana Mulia ini mbak? 
Mbak Diah: Untuk DPS disini ada pembagian tugasnya masing-masing, 
Bapak Supawi lebih sering datang ke BPRS untuk mengawasi kinerja 
BPRS disamping itu juga Bapak Supawi lebih sering datang ke BPRS 
karena dekat dengan rumahnya dan tempat kerja, Bapak Supawi selain 
menjadi DPS beliau juga menjadi dosen di UNIBA (Universitas Batik 
Surakarta). Untuk bapak Masjupri beliau tugasnya lebih kepada mengecek, 
  
menelitidan membuat laporan persemester untuk di serahkan kepada Bank 
Indonesia. Jadi DPS disini sudah ada tugasnya masing-masing. 
Saya: Ketika BPRS ada masalah apakah DPS ikut serta menyelesaikan 
masalah tersebut? 
Mbak Diah: Terkait ada masalah yang dihadapi oleh pihak BPRS  kedua 
DPS saling bermusyawarah, jadi bukan hanya satu pihak dalam 
menyelesaikan masalah. 
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